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ABSTRAK 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: untuk menganalisis kinerja Dinas 

KBPPPA, kendala dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan Dinas KBPPPA khususnya 

bidang perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam proses pengentasan kekerasan 
pada anak di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam 

penelitian iniadalah metode kualitatif deskriptif.Teori yang digunakan adalah teori dari 

Agus Dwiyanto mengenai kinerja dari sebuah organisisasi yang terdiri dari lima indikator, 

yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, produktivitas kinerja Dinas KBPPPA unit PPA Aceh 

Tengah masih belum maksimal. Kualitas Layanan unit PPA masih belum mampu 

menyediakan layanan yang memuaskan masyarakat. Responsivitas Dinas KBPPPA Unit 

PPA belum tanggap secara optimal dalam melayani dan menangani kasus. Responsibilitas 

Dinas KBPPPA unit PPA dari proses Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum terlaksana 

dengan baik.Akuntabilitas Dinas KBPPPA unit PPA belum berjalan sesuai tujuan 

organisasi sehingga belum optimal. Adapun yang menjadi kendala dalam upaya 
pencegahan, penangan dan pemulihan kekerasan pada anak di Dinas KBPPPA adalah: 

terbatasnya anggaran, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan kurangnya sarana 

dan prasarana yang memadai. 

Kata Kunci: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas 

PENDAHULUAN 

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 

Sebagai generasi penerus bangsa anak harus diberikan pendidikan, perlindungan, dan 

pengasuhan sehingga diharapkan akan dapat tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan 

sosial yang baik. Namun kenyataannya, masih sering terjadi kekerasan pada anak di 

lingkungan keluarga, lingkungan sosial, maupun lingkungan sekolah. Berikut ini adalah data 

laporan kekerasan yang diperoleh dari Dinas KBPPPA Bidang PPA: 

Tabel 1. Data Kekerasan Anak di Kabupaten Aceh Tengah 

No Jenis Kasus 2015 
Tahun 

2016 
2017 Jumlah 

1 Pelecehan Seksual 4 8 10 22 

2 Penelantaran 2 6 3 11 

3 Hak Asuh Anak 1 5 5 11 

4 Sodomi 1 0 1 2 

5 Kekerasan Fisik 0 3 3 6 

6 Pengancaman 0 0 1 1 

7 Eksploitasi Ekonomi 0 0 2 2 

 Jumlah 9 22 25 56 

Sumber: Dinas KBPPPA, 2018 

Berdasarkan jumlah kasus kekerasan anak pada tabel diatas, menunjukkan bahwa pada setiap 

tahunnya terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan. Jumlah kasus yang paling banyak 

terjadi yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah 25 kasus, pada tahun 2016 terjadi 22 kasus dan 

pada tahun 2015 sebanyak 9 kasus. Jenis kasus yang paling banyak terjadi pada setiap 
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tahunnya adalah pelecehan seksual dengan jumlah 22 kasus, kemudian penelantaran sebanyak 

11 kasus, kekerasan fisik sebayak 6 kasus, eksploitasi ekonomi sebanyak 2 kasus dan sodomi 

sebanyak 2 kasus.  

Korban kekerasan anak di Kabupaten Aceh Tengah sebagian besarnya berasal dari keluarga 

tidak mampu dan orangtua yang memiliki pendidikan yang rendah (Data Dinas KBPPPA). 

Hal ini merupakan salah satu faktor yang menimbulkan masalah kekerasan pada anak. selain 

itu tidak sedikit pula korban yang tidak berani melapor kepada pihak yang berwajib, sehingga 

sebagian besar kasus justru masih kurang dilaporkan. Dapat diketahui bahwa saat ini jumlah 

kasus kekerasan pada anak diibaratkan seperti fenomena gunung es, dimana yang terlihat 

dipermukaan hanya sedikit dibandingkan dengan yang ada di dalamnya. 

Melihat dari banyaknya jumlah kasus kekerasan pada anak yang terus meningkat dari tahun 

ke tahun, maka perlunya komitmen dan keseriusan dari pemerintah untuk bertanggung jawab 

serta meningkatkan kualitas pelayanan kinerja dari berbagai instansi yang terkait dengan 

Dinas KBPPPA sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kabupaten 

Aceh Tengah. Demi mencapai hal tersebut, maka berdasarkan keputusan Bupati Aceh Tengah 

Nomor 210 tahun 2007 tentang pembentukan struktur orgnisasi pengelola Pusat Pelayanan 

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kabupaten Aceh Tengah yang 

merupakan salah satu wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan 

informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan 

penanggulangan tindak kekerasan serta pedagangan terhadap perempuan dan anak. 

Dalam upaya pencegahan, penangan, serta pemulihan pada korban kekerasan pada anak yang 

sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas KBPPPA bidang PPA Kabupaten Aceh Tengah 

masih terdapat kendala yaitu  kurangnya tenaga ahli atau Sumber Daya Manusia (SDM), 

kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, minimnya anggaran, serta lemahya 

penyajian data korban secara administrasi.  

Berbagai kebijakan dan upaya dari Dinas KBPPPA yang telah ditetapkan berdasarkan UUD 

dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan bagi 

seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah ternyata belum mampu menurunkan 

tingakat kekerasan terhadap anakdan ditambah pula dengan kasus yang tidak terpantau oleh 

Dinas KBPPPA. 

Keberadaan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 

(KBPPPA) Kabupaten Aceh Tengah dengan berbagai kebijakannya, ternyata hingga saat ini 

belum maksimal dalam pemenuhan hak bagi anak di kabupaten Aceh Tengah, hal ini terlihat 

dari berbagai jumlah kasus yang terjadi tiap tahunnya yang terbukti dari data kekerasan pada 

anak yang terjadi di kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan pengamatan penulis yang di 

lakukan di Dinas KBPPPA khususnya di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), di 

peroleh bahwa terdapat masalah-masalah kinerja yang diuraikan sebagai berikut:  

1. Masih kurangnya tenaga ahli (SDM) di Dinas KBPPPA khususnya di bidang 

perlinduangan Perempuan dan Anak (PPA). 

2. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Aceh Tengah 

terhadap masyarakat. 

3. Belum terfatilitasinya beberapa kebutuhan yang sifatnya teknis untuk proses 

pendampingan kepada korban atau masyarakat  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kinerja pengentasan kasus kekerasan anak di Dinas Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah? 
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2. Kendala apa saja yang ada dalam proses kinerja pengentasan kasus kekerasan anak di 

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Aceh Tengah? 

3. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam pengentasan kasus kekerasasn anak di Dinas 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Aceh Tengah  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk: 

1. Menganalisis dan Mendiskripsikan pengentasan kasus kekerasan anak di Dinas 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Aceh Tengah. 

2. Menganalisis dan mendiskripsikan kendala apa saja yang ada dalam proses 

pengentasan kasus kekerasan anak di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah. 

3. Menganalisis dan mendiskripsikan upaya-upaya pengentasan kasus kekerasan anak di 

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Aceh Tengah. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Jhon W. Creswell metode penelitian kualitatif adalah suatu proses 

penyelidikan/investigasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan penentuan informan dengan menggunakan 

teknik purposive sampling dan snowball. Analisis dalam penelitian ini yaitu: (1) reduksi data 

(data reduction), (2) penyajian data (data display), dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Awal dibentuknya kantor Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yaitu pada Tahun 2009. Dinas ini memiliki tiga bidang pokok yang 

dipimpin oleh masing-masing kepala bidang, adapun bidang tersebut adalah: 

1. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksana teknis dalam 

bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Bidang ini dipimpin oleh seorang epala 

bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas KBPPPA. 

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyusun rencana, 

melaksanakan dan mengendalikan serta mengelola informasi dibidang keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera. Bidang ini berfungsi sebagai: 

a. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian keluarga berencan 

dan keluarga sejahtera. 

b. Melakukan upaya terciptanya keluarga Berencana dan keluarga sejahtera sesuai 

dengan pola pembangunan di tingkat kabupaten. 

c. Melakukan hubnungan kerja dengan komponen dan instansi tekhnis terkait dalam 

menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional keluarga berencana, kesehatan 

reproduksi dan keluarga sejahtera 

d. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk kepala Dinas KBPPPA. (Sumber: 

KBPPPA, 2018) 

Bidang keluarga berencana dan keluarga sejatera terdiri dari sub bidang keluarga berencana 

dan sub bidang keluarga sejahtera. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala 

sub budang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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2. Bidang Pemberdayaan Perempuan 

Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah unsur pelaksanaan teknis dalam bidang 

pemberdayaan perempuan. Bidang pemberdayaan perempuan dipimpin oleh seorang kepala 

bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas KBPPPPA. 
 

Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, 

pengawasan, dan pengendalian program serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis 

dibidang penngkatan kualitas hidup perempuan dan peningkatan pemahaman kesetaraan 

gender. Bidang ini memiliki fungsi: 

a. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi 

program dalam bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup 

perempuan serta peningkatan pemahaman kestaraan gender. 

b. Melaksanakan penyebarluasan informasi, promosi, edukasi, dan partisipasi perempuan 

dibidang hukum, politik, social budaya da lingkungan. 

c. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengumpulan data 

dan Analisa dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang peranan perempuan dan 

kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau Lembaga terkait lainnya dibidang 

pemberdayaan perempuan, dan 

e. Melaksanakan tugas0tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas 

KBPPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Sumber: KBPPPA, 2018) 

Bidang pemberdayaan perempuan terdiri dari sub bidang peningkatan kualitas hidup 

perempuan dan sub bidang kesetaraan gender. Masing-masing su bidang dipimpin oleh 

seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 
 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang 

perlindungan perempuan dan anak. Bidang ini dipimpin oleh seorang keala bidang yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas KBPPPA. 

Bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, 

pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan 

anak. Bidang ini memiliki fungsi: 

a. Menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan engendalian serta pelaksanaan 

sosialisasi program perlindungan perempuan 

b. Menyusun rencana, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaan 

sosialisasi programperlindungan anak 

c. Menerima laporan/pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, 

pelecehan seksual dan perdagangan anak. 

d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan atau Lembaga terkait di bidang 

perlindungan perempuan dan anak, dan 

e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas 

KBPPPA. 

Bidang perlindungan perempuan dan anak terdiri dari sub bidang perlindungan perempuan 

dan sub bidang perlindungan anak. Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala 

bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan bidang tugasnya. (sumber: Dinas 

KBPPPA, tahun 2018). 
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Analisis Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dalam Pengentasan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Aceh 

Tengah 

Produktivitas 
 

Dalam hal ini konsep ukuran produktivitas yaitu dengan melihat seberapa besar pelayanan 

publik itu memberikan hasil yang diharapkan.Dinas KBPPPA Kabupaten Aceh Tengah 

khusunya bidang Perlindungan Anak memiliki wewenang untuk melayani masyarakat sesuai 

dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pencegahan dan 

penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak dalam Kabupaten Aceh Tengah. 

Dilihat dari teori dan hasil lapangan bahwa Dinas KBPPPA pada prakteknya berusaha 

melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan UUD, dan visi misi, akan tetapi belum maksimal 

yang dilihat dari data penyelesaian kasus yang pada rentang waktu tahun 2015-2017 masih 

terdapat kasus yang belum selesai (Data Dinas KBPPPA). 
 

Kualitas Layanan 
 

Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari 

masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Tim P2TP2A dalam penyelesaian suatu 

kasus. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa dinas KBPPPA bidang PPA belum 

mampu memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Hal ini terlihat dari belum 

terfasilitasinya alat-alat yang menunjang proses pendampingan pada korban kekerasan, seperti 

kendaraan operasional untuk menjemput korban yang belum tersedia, rumah aman, dan alat-

alat medis lainnya yang belum tersedia. 

Selain itu untuk menunjang pelayanan yang baik, tidak lepas dari adanya tenaga ahli yang 

mampu mendampingi korban dalam proses penangan dan pemulihan pada korban kekerasan. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa jumlah tenaga ahli seperti psikolog dan ahli 

hukum masih sangat kurang dan tidak sesuai dengan jumlah kasus yang masuk pada setiap 

harinya.  
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Tabel 2. Data Sumber Daya Manusia (SDM) di Pusat Pelayanan Terpadu  

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2018 

NO SDM Pendidikan JUMLAH KET 

1 Pengacara Sarjana Hukum 1 orang honorer 

2 Konselor Sarjana 

Pendidikan dan 

sarjanaPsikologi 

2 orang honorer 

3 Operator Sarjana Ekonomi 1 orang honorer 

4 Psikolog Magister Psikologi 1 orang Masih menggunakn Psikolog dari 

RSU Datu Beru Takengon 

Sumber: Dinas KBPPPA (P2TP2A), 2018 

Berdasarkan data SDM diatas, menunjukkan bahwa jumlah tenaga ahli di bidang PPA masih 

perlu penambahan untuk proses pendamping yang merupakan hal terpenting dalam 

meningkatkan kinerja di Dinas KBPPPA bidang PPA. 

Responsivitas 
 

Dalam hal ini, kaitan antara responsivitas (daya tanggap) dengan Dinas KBPPPA unit PPA 

adalah melihat kinerja para pegawai, apakah sudah sesuai dengan Standar Pelayana Minimal 

(SPM) serta Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). Salah satu bentuk dari SPM adalah 

menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaan sosialisasi 

program perlindungan perempuan dan anak. Dari hasil temuan dilapangan bahwa pada 

prakteknya Dinas KBPPPA bidang PPA belum berjalan dengan optimal, hal ini dilihat dari 

belum berjalannya sosialisasi secara rutin yang diberikan kepada masyarakat. 
 

Responsibilitas 
 

Dwiyanto (2008 50-51), menyatakan bahwa responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan 

organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan 

sesuai dengan kebijakan organisasi.Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah kemampuan 

Dinas KBPPPA dalam mencapai tujuan organisasi seperti yang tertuang dalam tugas pokok 

dan fungsi bahwa adanya upaya kerjasama antara Dinas KBPPPA dan instansi terkait dengan 

ditandai adanya perjanjian kerjasama (MoU). 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa pada prakteknya Dinas KBPPPA sudah berupaya 

melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian, Dinas Sosial, Dinas 

Pendidikan, dan RSU Datu Beru, dan hasilnya sudah cukup optimal, akan tetapi masih perlu 

ditingkatkan kerjasama dengan instansi terkait agar pelayanan menjadi lebih optimal. 
 

Akuntabilitas 
 

Akuntabilitas dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi sejalan dengan 

kebutuhan masyarakat yang ditunjukkan dengan kemampuan organisasai tersebut 

menjalankan suatu kegiatan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Norma 

yang berlaku di dalam masyarakat yakni seperti hak asasi manusia (HAM), jaminan 

penegakan hukum. Akuntabilitas kaitannya dengan Dinas KBPPPA yaitu terlihat dari sejauh 

mana Dinas KBPPPA dalam prakteknya mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

harapan masyarakat. Dari hasil temuan dilapangan bahwa akuntabilitas Dinas KBPPPA secara 

keseluruhan belum dapat melaksanakannya sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini terlihat 

dari berbagai program dan inovasi dari Dinas KBPPPA yang belum berjalan dengan baik. 

Kendala Dinas KBPPPA dalam proses pengentasan kekerasan pada anak di kbupaten 

Aceh Tengah 

Tenaga ahli (Sumber Daya Manusia) 
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Tersedianya tenaga ahli untuk proses pendampingan korban kekerasan pada anak merupakan 

hal yang penting bagi Dinas KBPPPA bidag PPA. Para pegawai dituntut untuk mampu 

bekerja sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilandaskan pada 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik dan benar untuk memberikan pelayanan yang 

optimal. Kualitas dan kuantitas pegawai juga menjadi penentu mampu atau tidaknya Dinas 

KBPPPA dalam memberikan pelayanan yang optimal. Salah satu kendala dari Dinas 

KBPPPA khususnya bidang PPA adalah kurangnya tenaga ahli dalam proses pendampingan 

korban seperti psikolog dan ahli hukum hal ini menjadikan pelayanan menjadi kurang 

optimal. 

Fasilitas yang Mendukung 

Sebuah organiasi dalammemberikan pelayanan yang optimalharus didukung oleh fasilitas, 

sarana dan prasarana yang mendukung. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa, fasilitas 

yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti rumah aman belum tersedia, selain itu kendaraan 

operasional untuk menjemput korban juga belum tersedia, dan peralatan medis untuk 

menolong korban kekerasan juga belum tersedia. Hal ini merupakan suatu kendala bagi Dinas 

KBPPPA unit PPA dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. 

Anggaran 

Untuk mencapai tujuan dari organisasi tentunya harus didukung oleh tersedianya anggaran 

yang cukup. Akan tetapi dari hasil temuan di lapangan bahwa, anggaran untuk bidang 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sangat minim, sehingga program-program dan 

inovasi dari tim PPA yang telah direncanakan belum berjalan dengan baik, serta penyediaan 

sarana dan prasarana menjadi terhambat. Sehingga hal ini menjadikan pelayanan tidak 

menjadi optimal. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai kinerja Dinas Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) unit Perlindungan 

Perempuan dan Anak (PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh bahwa: 

1. Produktivitas Kinerja Dinas KBPPPA Unit PPA Aceh Tengah masih belum maksimal 

dalam pelaksanaannya yang dilihat dari data penyelesaian kasus yang pada rentang 

waktu tahun 2015-2017 masih terdapat kasus yang belum selesai. 

2. Kualitas Layanan pada Dinas KBPPPA unit PPA masih belum mampu menyediakan 

layanan yang memuaskan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari minimnya sarana 

dan prasarana yang ada di unit PPA, dan juga terbatasnya SDM pada Unit PPA yang 

membuat pelayanan tidak optimal. 

3. Responsivitas Dinas KBPPPA belum terlalu tanggap dalam melayani dan menangani 

suatu kasus, dilihat dari belum tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai dengan 

kebutuhan korban. 

4. Responsibilitas Dinas KBPPPA Unit PPA Aceh Tengah dari proses Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) belum terlaksana dengan baik yakni dilihat dari sosialisasi yang 

diadakan oleh Dinas KBPPPA Unit PPA belum menyentuh seluruh masyarakat dan 

tidak rutin dalam penyelenggaraan. 

5. Akuntabilitas Dinas KBPPPA Unit PPA Aceh Tengah belum berjalan dengan baik, 

karena berbagai inovasi belum berjalan sesuai tujuan organisasi sehingga belum 

optimal. 



Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya   Vol. 2 No. 3 Agustus 2018 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Lentera 31 ISSN: 2548-835X,  e ISSN: 2548-7663 

Saran 

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang ada mengenai analisis 

kinerja Dinas KBPPPA dalam upaya pengentaasan kasus kekersan pada anak di kabupaten 

Aceh Tengah Provinsi Aceh, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi 

perhatianagar hal-hal yang telah dijalankan dapat tercapai dan menjadi semakin efektif dan 

efisien: 

1. Diharapkan dapat memberikan perhatian penuh terhadap fasilitas-fasilitas yang ada 

dalam hal memahami serta memenuhi kebutuhan para korban. 

2. Diharapkan dapat meningkatkkan kualitas dan kuantitas SDM dengan memberikan 

pelatihan-pelatihan pengembangan SDM. 

3. Diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat 

mengenai perundang-undangan dan program kerja PPA melalui media elektronik serta 

pengembangan informasi secara tekhnolgi (website, profil, brosur, iklan) 

4. Diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, 

yang tujuannya adalah memudahkan penangan kasus. 
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